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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Barabai, Provinsi Kalimantan
Selatan, Indonesia, dengan latar belakang perlunya pengembangan strategi efektif
oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keteraturan dan
mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan di area Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini merumuskan
permasalahan sebagai berikut: bagaimana implementasi Perda Nomor 11 Tahun
2013 tentang pengelolaan PKL di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satpol PP, dan
bagaimana solusi pemerintah dalam implementasi perda tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 11 Tahun
2013 tentang pengelolaan PKL di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satpol PP dan
untuk mengetahui solusi pemerintah daerah dalam implementasi perda tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris
dengan pendekatan hukum sosiologis. Peneliti mengumpulkan data dari informan
berjumlah empat orang (dua orang Satpol PP dan dua orang PKL) melalui
wawancara dan dokumentasi. Dan dokumen berupa data-data tentang Satpol PP
dan Peraturan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 11
Tahun 2013 oleh Satpol PP di Pasar Kecamatan Barabai dipengaruhi oleh
sejumlah faktor, termasuk karakteristik badan pelaksana dan komunikasi
antarorganisasi. Satpol PP memainkan peran penting melalui pendekatan persuasif
dan tindakan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban di pasar. Faktor
lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini meliputi asal mula kebijakan,
interaksi antarorganisasi, sikap para pelaku kebijakan, serta kondisi ekonomi,
sosial, dan politik. Pemerintah Daerah menyusun solusi implementasi Perda
dengan strategi sosialisasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penerapan
sanksi bagi pelanggar untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat setempat.
Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan sumber daya manusia dan sarana
pendukung bagi Satpol PP, peningkatan komunikasi antarorganisasi, intensifikasi
sosialisasi, dan pengembangan pendekatan persuasif yang lebih efektif.
Disarankan pula agar pemerintah daerah bekerjasama lebih erat dengan Satpol PP
dan PKL dalam pengembangan pasar serta penelitian lebih lanjut yang mengkaji
peran Satpol PP dengan pembahasan lebih mendalam dan objek penelitian yang
lebih luas.



